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PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR PM 83 TAHUN 2016 

TENTANG 

PENYELENGGARAAN DAN PENGUSAHAAN DEPO PETI KEMAS 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA, 

 

 

Menimbang  : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 138 Peraturan 

Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 tentang Angkutan di 

Perairan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 

Pemerintah Nomor 22 Tahun 2011, perlu menetapkan 

Peraturan Menteri Perhubungan tentang Penyelenggaraan dan 

Pengusahaan Depo Peti Kemas; 

 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang 

Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 3612), sebagaimana telah diubah 

dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang 

Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 

tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2006 Nomor 93, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4661); 

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang 

Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4849); 
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3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana 

telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 

Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-

Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5679); 

4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang 

Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, 

Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan 

Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 tentang 

Kepelabuhanan (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2009 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5070), sebagaimana telah 

diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 

2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah 

Nomor 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhanan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 

Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5731); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 tentang 

Angkutan di Perairan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2010 Nomor 26, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5108), sebagaimana 

telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 

Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan 

Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 tentang Angkutan di 

Perairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2011 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5208); 
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7. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang 

Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8); 

8. Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2015 tentang 

Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2015 Nomor 75); 

9. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 62 Tahun 

2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Unit 

Penyelenggara Pelabuhan, sebagaimana telah diubah 

dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 130 

Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan 

Menteri Perhubungan Nomor KM 62 Tahun 2010 tentang 

Organisasi dan Tata Kerja Kantor Unit Penyelenggara 

Pelabuhan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 

2015 Nomor 1400); 

10. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 35 Tahun 

2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Otoritas 

Pelabuhan Utama (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 2012 Nomor 628); 

11. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 36 Tahun 

2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor 

Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 629), 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri 

Perhubungan Nomor PM 135 Tahun 2015 tentang 

Perubahan atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 

PM 36 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja 

Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1401); 

12. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 189 Tahun 

2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian 

Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 

2015 Nomor 1844). 
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MEMUTUSKAN: 

Menetapkan  : PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG 

PENYELENGGARAAN DAN PENGUSAHAAN DEPO PETI 

KEMAS. 

 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 

1. Peti Kemas (Cargo Container) adalah peti kemas kotak 

yang memenuhi persyaratan teknis sesuai dengan 

standar internasional (international standard 

organization), sebagai alat atau perangkat pengangkut 

barang. 

2. Depo Peti Kemas adalah suatu tempat di dalam atau di 

luar Daerah Lingkungan Kerja (DLKr) pelabuhan yang 

berfungsi untuk kegiatan penyimpanan, penumpukan, 

pembersihan/pencucian, perawatan, perbaikan peti 

kemas, pemuatan (stuffing), pembongkaran (stripping), 

serta kegiatan lain yang mendukung kelancaran 

penanganan peti kemas isi (full) dan/atau peti kemas 

kosong (empty). 

3. Usaha Depo Peti Kemas adalah kegiatan usaha yang 

meliputi penyimpanan, penumpukan, pembersihan, dan 

perbaikan peti kemas. 

4. Badan Usaha adalah Badan Usaha Milik Negara, Badan 

Usaha Milik Daerah, atau badan hukum Indonesia yang 

khusus didirikan untuk usaha depo peti kemas. 

5. Penyelenggara Pelabuhan adalah Otoritas Pelabuhan, 

Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan, Unit 

Penyelenggara Pelabuhan, dan Kantor Pelabuhan Batam.  

6. Pelabuhan adalah tempat yang terdiri atas daratan 

dan/atau perairan dengan batas-batas tertentu sebagai 

tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan 

pengusahaan yang dipergunakan sebagai tempat kapal 

bersandar, naik turun penumpang, dan/atau bongkar 
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muat barang, berupa terminal dan tempat berlabuh kapal 

yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan dan 

keamanan pelayaran dan kegiatan penunjang pelabuhan 

serta sebagai tempat pemindahan intra-dan antarmoda 

transportasi. 

7. Rencana Induk Pelabuhan adalah pengaturan ruang 

pelabuhan berupa peruntukan rencana tata guna tanah 

dan perairan di Daerah Lingkungan Kerja dan Daerah 

Lingkungan Kepentingan pelabuhan. 

8. Daerah Lingkungan Kerja yang selanjutnya disingkat 

DLKr adalah wilayah perairan dan daratan pada 

pelabuhan yang digunakan secara langsung untuk 

kegiatan pelabuhan. 

9. Badan Nasional Sertifikasi Profesi adalah lembaga yang 

mempunyai tugas melaksanakan sertifikasi kompetensi 

kerja. 

10. Gubernur adalah Kepala Daerah Provinsi sebagaimana 

dimaksud dalam peraturan perundang-undangan 

mengenai pemerintahan daerah. 

11. Menteri adalah Menteri Perhubungan. 

12. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Perhubungan 

Laut. 

 

BAB II 

PENYELENGGARAAN DEPO PETI KEMAS 

 

Pasal 2 

(1) Kegiatan Usaha Depo Peti Kemas meliputi: 

a. penyimpanan dan/atau penumpukan peti kemas; 

b. pembersihan atau pencucian, perawatan dan 

perbaikan peti kemas; 

c. pemuatan dan pembongkaran barang dalam 

kontainer yang dimiliki oleh lebih dari 1 (satu) 

pemilik barang (less than container load cargo); dan 

d. kegiatan lain yang antara lain terdiri atas:  

1. pemindahan; 

2. pengaturan atau angsur; 
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